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Menimbang: a.

Mengingat:

PRESSDEM
.REPUBLIK IMDONES8A

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA '
NOMOR 5 TAHUN 1976

TENTANG^

BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bant^ Pembangiinaa Desa sebagaimaaa danaaya telab disedia-
Anggaran Peadapatan daa Belaaja Negara Tabua Aaggaraa

T  sate saraaa yaag dapat dipsrguaakaa da-lam ran^ pembmaaa daii pemaafaatan usaha swadaya gotong-roysaiP-
masyarakat liidoaesia bagi peiaksaaaaa program pembangimaji desa

dipandang perlu untuk meageluarkaa ms-
memuat ketentuan-ketentuaa seba^i pedomaa pe-

laksanaan Bantuaji Pembangimaa Desa j F«u"mdzi pe
'  *

1. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar 1945 j
2. Un^-nndmg Nomor 5 Tato 1974 tentang Pokck-pckdi Penwrtatah-

TambahanLembaraa Negara Nomor 3037);

^"aapattndm
1976/1977 (Lembaxaa Negara^ Taim12, Tambabaa Lembaraa Negara Nomor 3070);

9  1973 teataag Pembubaraa K^iaet^  Pembaagiman I d^ Pembentiikaa p,biQet Pembaagunaa n ;
So Keputusaa PresMea Nomor 11 Tabua 1974 tentaag Rencana Pembaneun-

an Lima Tahun Kedua (REPELITA H) Tabun 1974/1975 - 1978/1979^

'^<^8 S«««>an orpalaaal

8. Keputasaa Presiden Nomor 14 ^abun 1976 tentaag Pedomaa Pelal'«;a
0^ Aaggaran Pendapatao da. Belaaja Negai-a mu. Angga^S^eT^/

Kepada :

MENGINSTRUKSIKAN ;

1. Menteri Dalam Negeri;
2, Menteri Keuangan ;

s. Itoteri Ne^ Ekoooml, Keuaagm dan Muatrl/Ketaa Badan Peren
Canaan Pembangunan NasionaJ, Peiea

Untiik
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Untuk ; Men^unalcan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden iai sebagai
I)edonian dalam pelalcsanaan Bantuan Pembangun^ Desa Tahaa 1976/1977 •
sebagai berikut;

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

a. Desa, ialah Desa dan Masyaraliat huloim yang setingkat dengan nama
asli laionya dalam pengertian territorial administratif langsxmg diba-
wab Kecamatan;

b, Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, ialah bantu
an yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta-
him Anggaran 1976/1977 3/ang pada dasarnya diberil<an langsung kepada
Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-

'  royong masyarakat dalam membangun desanya.

Pasal 2

(1) Bantiian terdiri atas : '

1  Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar
Hp 300,000, - (tiga ratus ribu rupiah) ;

' ■ ^

b, Bantuan Keserasian untuk beberapa Propinsi Daerah Tin^jat I gnnR
menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada
usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besamya potensi swa
daya gotong-roycttig desa ;

c, Bantuan Khusus bagi pemenang Lomba Desa,

(2) Penentuan jumlah Bantu^ tersebut pada ayat (1) termasuk besarnya
alokasi Bantuan Keserasian dan Bantuan Khusus bagi tiap-tiap Propin
si Daerah Tingkat I diatur lebfli lanjut seeara bersama oleh Menteri "
Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekmomi, Keu-
angan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pasal 3

(1) Bantuan digunakan imtuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang
sukar didapat dan atau tidak tersedia di Desa dalam usaha-usaha pem
bangunan l)rasarana desa yang meliputi:

a, prasarana
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a. prasaraoa prodil^i desa ;
b. prasarana perhubungan desa ;
c. prasarana pemasaran desa dan
d. prasarana sosial desa^ .

(2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa dimaksud dalam
ayat (1) adalah berbentuk proyek.

Pas^ 4 .
L  - • . _

Menteri Dalam Negeri bertaaggungjawab atas pembinaan dan
penyelei^^raan Bantuan dalam rangka pelaksanaan program
pembangunan desa dan dalam faubungaimya dengan program r^io -
nai.- - ■,' . " ■ '

Pasal 5

(1) Menteri Keuangan bert^ggungjawab'atas penyediaan dana
Bantuan.

(2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) dilakukan qleh Kaator
Besar Bank Rakyat Indonesia, khusus untuk Propinsi Daerabi
Tiogkat I Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bmik Ekspor
Impor Indonesia; masing-masing sebagai pem^ang Has dan
beitanggungjawab atas kelancaran penyaluramya.

Pasal 6

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan fixdustri/Ketua Badan
Perencaaaan Pembai^naa Nasional bertanggungjawab atas -
pengarahan dan keserasian perehcanaan pembangunan desa

~lam rangka pembangunan Nasional.

- Pasal 7 ...
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Pasal 7

Penyediaan Bantuan dalam Atiggarau Pmdapatan dan Belanja
Negara tidak mengurangi : . '

a. Kewajiban Pemeriatah Daerah dan Desa untuk 'menyediakan
dana dalam rangka pembangunan desa ;

b. Usaha-usaha Pemerintab Daerab dalam ran^a menggali
dana dari sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan
desa ;

c. Usaba-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa
yang lain.

Pasal 8

Ketentuan-keitentuan tatacara penggunaan, pertanggungjawaban
dan bal-bal lainnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan
yang belum diatur dalam lostruksi Presiden ini diatur lebib
lanjut, secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mem-
perhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

, Pasal 9
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Pasal 9

Jnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada taaggal ditetap-
kan. ,

Disalin sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET.^R I

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHA RTO

JENDERAL TNI


